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Paraf l<oordinasi 

l) I f<.ABUPATEN BONOOWOSO 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI IA ESA 

BUPATI BONOOWOSO, 

bahwa setiap ibu berke\,·ajiban mcmberikan Air Susu !bu 
(ASI) kepada anaknya; 
bahwa untuk memberikan perlinclungan kepada ibu dalam 
memberikan AS! Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk 
mendapatkan ASI Eksklusif, perlu disediakan ruang 
pelayanan dan kon seling lakte1si cli lingkungan Pcmcrinwh 
KabupaLen Bondowoso, insLansi swasta, dan LempaL 
layanan publik; 
bah\\'a bcrdasarkan perLimbangan scbagaimana clirnaksucl 
da lam huruf a dan huruf b , pcrlu menetapknn Peralu ran 
BupaLi centang Penyediaan Ruang Pclayanan dun Kunscli 11g 
Laklasi di lingkungan Pemerintah KabupaLen Bondowoso, 
lnslansi Swasta dan Tcmpat Laya nun Publik cl i Kubupatcn 
Bonclowoso; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun l 950 Lcntang 
Pembcntukan Oaerah- dacrah l,abupatc n dalarn 
Lingkungan Propinsi J awa Timur (Serita Negara Fkpubltk 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19 ) sebagaimana tc lah 
diubah den gan Undan g-undang Nomor 2 Tuhun 1965, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpubl ik Indonesia Nomor 
2730); 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Perlinclungan Konsumen (Lcml>aran Ncgar.i 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambaha11 
Negar a Repu blik Indonesia N omor 382 1); 

ten tang 
l<cpubltk 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tenLang Hal< Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lcmuarnn Negar<1 l,kpulJltk 
lndon~sia Nomor 3886); 

4.Undmtg-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor l 09,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tcnLang Pclayanan 
Publi k (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Nega ra Repu blik 
Indon esia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kcsehatan 
(Lcmbaran Negara Rcpubl ik lncloncsin Tahun 2009 Nomor 
144, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom or 5063); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tah un 201 1 tentang 
Pembenlukan Pera luran Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 ten Lung 
Pc m c.: rintahan D acrah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha n Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga iman a telah 
diubah beberapa ka li, terakh ir dengan Undan g-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah an Kedua Atas 
Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmcrinlahan D acrah (Lcmbaran Negara Rcpubl ik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembarun 
Nega rn Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pem erin tah Nomor 33 Tahun 20 12 tentang 
Pemberian Air Susu !bu Eksklusif (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 58, Tambahan 
Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 5291); 

10. Peraluran Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 ten tang 
Pera tu ran Pelak sanaan Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 
20 I I LcnLang Pcmbcntukan l'crnturun Pcrundang­
Undangan (Lembaran Negara Rc;publik I ndonesia Tahun 
2014 Nomor 82); 

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Konvensi Hak -Hak Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) 

12. Peraluran Ber sama Men teri Negara Pemberdayaan 
Pcrcmpuan, Memcri Tenaga 1...:crja clan Transmigrasi, dan 
Mcn tcri Kesehatan Nomor: 48/mcn.PP/X ll /2008, Nomor: 
PER.27 / MEN/ XII /2008, dan Nomor: 
1 177 /Menkes/ PB/Xll /2008 ten tang Peningkatan 
Pembcrian Air Susu lbu Selama Waktu l<erja di Tempat 
Kerja; 

13 . Pera Lu ran Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 
tenlang Tata Cara penyecliaan Fa::;il i tas Khusus Mcnyusui 
clan/atau Memerah Air Su su l bu (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 20 13 Nomor 44 1); 

14 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 
tentang Pemben tukan Prociuk H ukum Daerah (Seri ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

- -
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15. Pcraturan Daerah Ka bupa len Bondowoso Nomor 5 Ta h u n 
2010 tenlang Pe layan a n Publik cJ i Ka bu pale11 Bondow<Jso 
(Lemba ran Daerah Kabupate n Bondowoso Tah u n 20 l 0 
Nomor 2 Seri E); 

16. Pe raturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomo r 7 Ta hun 
201 6 Len tang Pembentuka n dan Sus1..ma n Perangka l 
Dae rah Ka bupalen Bondowoso (Lemba ra n Dae rah 
Kabupalen Bondowoso Tahun 201 6 Nomor 3); 

17.Pera tura n Bupati Bondowoso Nomo r 84 Ta h un 20lb 
tenta n g Keduduka n, Susuna n Organisasi, Tugas d a n 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Ka bupaten 
Bondowoso {Serita Daerah Kabupate n Bondowoso Tahun 
201 6 Nomor 84); 

18 . Pe ra lura n Bupa li Bondowoso Nomor 4 1 Tah un 2012 
te n Lang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, Pemberian 
Air !b u (ASI) Eklusif bagi Buy i Ba ru Lahir (Bc: rita Daerah 
Ka bupa ten Bondowoso Tahun 201 2 No mor 4 1); 

MEMUTUSKAN : 

Mene tapkan: PE RATUJ~AN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN RUANC 
PELAYANJ\N DAN KONSELJNG LAKTASI DI LINGKUNGA N 
PEME RJ NTAH KABUPATEN BONDOWOSO, INSTANSI SWASTA 
DAN TCMPAT LAYANAN PUBLIK DI KAl:3 UPATEN 
BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da la m Pc.:ratura n Bupati ini, yan g dima ks ud d engan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bonclowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinta h Kabupa ten 

Bondowoso. 
3 . Bupa li a da lah Bupa li Bondowoso. 
4 . Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Ka bupaten 
Bonclowoso. 

5. Air Susu !bu, ya n g selanjutnya disingka t ASI , ad a la h caira n 
hasil ke lenjar payudara ibu. 

6. Ai r Susu Ibu Eksklusif, yang s elanjutnya d isebu t AS I 
Eks kus if, a cla la h ASI ya ng di be rika n kepac.la buyi sejak 
dila hirkan selama 6 (enam) bu la n , La npa menambahkan 
dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 

7. Bay i a d a lah anak dari baru lahir s ampai ber usia 12 (clua 
be las) bulan. 

8. La klc1si adalah pe riodc sete la h ke la hiran a na k kclika susu 
diproduksi oleh payudara ibu akibat pengaruh hormon 
yan g ciisebut oksitosin yang juga mem ba11 tu rnL·11induksi 
kon lraks i sela ma persa lina n. 

Par a f Koorclinasi 9.Ruang .. . 
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9. Ruang Laktasi adalah ruang tcrnpal unluk rnembcrikan 
pelayanan bagi ibu yang akan m enyusui dan me1T1erah /\81 
serta Lcmpat untuk memberikan konseling. 

l 0 . Konseli ng adalah pelayanan yang diberikan k epada ibu 
menyusui, ibu hamil, dan masya rakal yang mcngalami 
masalah dalam m emberikan AS!. 

11 . Konselor menyusui adalah tenaga Lerla tih, baik Lcnaga 
kesehatan a tau bukan tenaga kesehatan yang Lelah 
mcmi l iki sertifikat pclatihan konscling m enyusu i. 

BAB 11 
TUJUAN 

Pasal 2 

Penyediaan Ruang dan Konseling Laktrn-;i bertujuan unLUk: 
a . mcmberikan perlindungan kepad.-1 ibu dalam mcrnbcrikan 

AS! Eksklusif dan m emenuh i h ak ctnak untuk 
mendapatkan AS! Eksklusif;dan 

b. meningkatkan per an dan dukunga 11 keluarga, masyurakal, 
Pem erinlah Daerah, instansi swasla dan Lempal lnyannn 
publik terhadap pemberian ASI Eksklusif. 

BAB Ill 
DUKUNGAN PROGRAM AIR SUSU IBU EKSKLUS!r 

Pasal 3 

(1) PD , instansi swasta dan tempat layan an publ ik harus 
m endukung program ASI Eksklusi f. 

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 
a. penyediaan fasilitas khusus untuk m enyusui dnn atuu 

rncmer ah ASI; 
b. pemberian kesempatan k epada karyawati dan l l.>u yang 

sedang menyusui untuk mcmberikan AS! eksklusif 
kepada bayi atau memerah AS! sc lam a waktu kerja di 
l empat kerja; 

c. pembua lan peraturan internal yan g m enduku ng 
kcberhasilan program pemberian AS! ek sklusif; dan 

d. penycdiaan konsclor menyusui . 

Pasal 4 

Selain dukungan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 
ayat (2), PD, instansi swasta dan tempal layanan publ ik harus 
mcmbuat kebijakan yan g berpedoman pada 10 (sepuluh) 
langkah men uj u kebcrhasilan mcnyusu i unLuk masyurnlw 1, 

yakni: 
a. memin ta h ak untuk mendapatkan pe layan an inisiasi 

menyusui dini k etika persalinan ; 

-
Paraf Koordinasi 
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b. memi11rn hak unLuk t idak mcmb<.;rikan asupan apapun 
selain ASI kepada bayi yang baru laliir; 

c. memlll ta hak untuk bayi Liclak d itempatkan terpisah clari 
ibunyu; 

d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kodc etik pcmasaran 
pen gganli ASI; 

e. menclukung ibu menyusui clengan rncmbual tcmpaL kerja 
yang mcmiliki fasilitas ruang mcnyusui; 

f. menc.: iptakan kcsempalan agar ibu dapal memcrah ASI clan 
atau mcnyusui bayinya di Lernpat kcrja; 

g. menclukung ibu untuk member ikan AS! kapanpun clan 
dimanapun; 

h. mcnghormati ibu m enyusui d i Lcmpnt umum; 
1. mcmunlau pcmbcrian ASI d i lingku11gan sekitarnya; clan 
J. mcmilih fasi l itas pelayanan keseha tan clan tenaga 

keseliatan yang menjalankan l O (sepuluh) lan gkah mcnuju 
kebcrhasilan mcnyusui. 

Pasal 5 

Dukungun PD, i.nstan si swasta clan Lcmpat layunan publ ik 
scbagaimana d imak sud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a clan 
hurur cl clilaksanakan scsuai dengan k onclisi kemampuan PD, 
instan si swasta clan tempal layanan publik serta di lak sanak an 
scsu a i clengan pcraturan interna l u11Luk para karyawaLi clan 
ibu meny usui. 

BAB IV 
RUJ\NG DAN KON SGLING LJ\KTJ\S l 

Bagi an Kesa tu 
Umum 

Pasal 6 

PD, inswnsi swasta clan ternpal layanan publik harus 
mcnyccl iukan ruang laktasi scsuai dengan standar guna 
mcmbcrikan kesempalan bagi ibu yang bckcrja di dalam 
ruangan dan /atau luar ruangan umuk menyusui dan/atau 
mcmerah ASI pada waktu kcrja di Lcmpal kc1ja 

Pasal 7 

Dalam pe11yediaan Ruang Laktasi scbagaimana diinaksud dalam 
Pasal 6, PD, instansi swasta clan Lcmpul layanan publik har us 
mempcrhatikan unsur-un sur: 
a. percncanaan; 
b. saranu dan prasarana; 
c . ke~nagaan;dan 
d. pendanaan. 

Bagian ... 
-
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Bagian Kedua 
Pere nca naan 

Pasa l 8 

Percncanaan sebagaimana dimkasud d a lam Pasal 7 huruf a 
dilakukan untuk m engetahui kebutuhan jumlah Ruang AS! 
yang harus disediakan, meliputi; 
a. Jumlah Pegawai perempua n ha mil dan m enyusui; 
b. Luas area kerja; 
c. Waklu/ pengaturan jam ke rja; 
d. Polcnsi bahaya di tempat kerja; cian 
c. San:111u clan prasa rana. 

Bagian Ketiga 
Sarana dan Prasarana 

Pasal 9 

(1) Ruang AS! dan Konseling dapnt IJcrupa bangunan yang 
perrnancn alau ruang te rsend iri atau bagian dari Lempat 
pclaya nan kesehatan yang berada di PD, instansi swasw 
d an tempat layanan publik. 

(2) Ruang AS! sebagaimana d imaksud pada ayal ( 1) h a rus 
mcmcnuhi persyaratan kesehata n te rrnasuk menycdiakan 
sarana d a n prasarana sesuai dengan standar. 

Pasal 10 

Persyaratan kesehatan Ruang Laktasi dan Konseling 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit 
melipuli: 
a. Lcrsedianya rua ngan khusus dengan ukuran paling 

kurang 3x4 m 2 (Liga kali empaL mete r persc.:g i) dnn/awu 
discsuaika n d en gan jumlah pekerja pe rernpuan yang 
sccla11g mcnyusui; 

b. tcrdapal pintu yang d a pat d ikunci dan mudah umuk 
dib uka/ ditutup; 

c. lantai ke ramik/ semen/ ka rpcl; 
ct. memi liki ventilas i dan s irk ulasi uda ra yan g cukup; 
e . bcbas potensi bahaya di Lempa t kcrja Lerrnasuk bebas 

po lus i; 
f. lingkungan cukup tenang jauh d ari kebisingan; 
g. pcncrnngan da la m ruangan cukup dan tidal< mc.:nyilaukan; 
h. ke lcmbapa n be rkisar a n tara. 30°111 - 50 % (tiga puluh pe r 

seratus sampai d e ngan lima pu luh per seratus), maksimum 
60 % (e na m puluh per sera lus); dan 

1. Lc rsc:d iu wasLa fe l dengan ai r mc 11ga lir un tu k c u c i Langa n 
da n mencuci pe ra latan. 

Pc.1sal 11 ... 

Paraf l<oordinasi ~ 
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Pasal 11 

(1) Pcrul,.nan l~uang Laktasi dan Kon scling paling scdiki t tcrdiri 
dari peralatan meny impan AS! dan pera laLan pendukung 
lainnya sesuai standar . 

(2) Pera latan menyimpan AS! sebagaimana climaksud padu 
ayal ( l) m el iputi: 
a. lemari pendingin (refrigerator) untuk mcnyimpan ASI ; 
b. Ge l pendingin (ice pack); 
c. Tu s untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan 
d. Steril izer botol ASI. 

(3) Pera la tan pendukung la innya sesuni standar se bagaimanu 
d imaksud pada ayat ( l) m eliputi: 
a. Meja Lul is; 
b. l<ursi dengan sandaran untuk ibu memerah AS!; 
c. Konseling KIT menyusui yang terdi ri dari model 

payudara, boneka, cangk i r mi11um AS I, ::;puiL 5 cc, spu i l 
10 cc, dan spuit 20 cc; 

d . Med ia Kom unikasi l nformasi clan Edukasi (KIE) lentang 
ASI dan ini siasi menyusu i clin i ya ng lerd iri dar i poster , 
foto, leaflet, booklet dan buku konscling m C'11yu::-.ui; 

e. lcmari penyimpanan a lat; 
f. dispenser dingin dan panas; 
g. a lut cuc i botol; 
h. t c.;mpal sampah clan penutup; 
1. penyejuk ruangan Air Conditioner (AC) / k ipas angin ; 
J. nursing apron/ kai n pemba tas/ paka i k:rey untuk 

mcmerah AS I; 
k . wc,s lap un tuk k ompres payudara; 
I. lisu/ lap tangan; dan 
m. ban Lal untuk menopang saat menyusu i . 

Pasal 12 

(1) Setiap PD, instansi swasta dan Lempat layc1nan publik 
dapaL menyediak an Tenaga Lcrlatih Pemberian ASI unLuk 
memberikan konseling menyusui kepada PN S baik 
karyawali maupun k aryav,,an di l ingkungan PD instansi 
swasta dan tempat layanan publik serta m asyarak at yang 
mcmbutuhkan pelayanan konscling Len Lan g laktasi. 

(2) Tenaga terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) harus tel ah men giku ti Pela tihan konseling 
menyusui yan g diselcnggarakan oleh Pemcrinlah, 
Pcml.'rintah Daerah , dan/atau m asya raka t. 

(3) Pela t i lian kon seling menyusui sebaguimanu climaksud pada 
ayaL (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun 
Lenaga pengajarnya. 

(4) Pembcrian konseling dapat di lakukan o leh lenaga motivator 
AS! dalam menyampai kan manfaat pemberian ASI 
Eksklusif antara lain berupa: 
a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak; 
b. pcn ingkatan produklivila!:> kerja; 

. -
Paraf Koordinasi b.pen ingkatan .. . -
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c. pcningkatan rasa pcrcaya cliri ibu; 
d. kcumungan ckonomis dan higicns; dan 
e. penudaan kehamilan. 

Pasal 13 

(1) Seliap Ruang Laktasi dan Konseling 
swasw dan Lempal layanan publik 
memiliki slrukLUr organisasi. 

pada PD, instansi 
mcnyusui, harus 

(2) Susunan keanggotaan dalurn slruklur organisasi 
sebagaimana d imaksud pada ayal ( 1) paling SL:dikiL Lerdiri 
alas: 
a. Pclindung; 
b. Kclua; 
c. Sekretaris; dan 
d . n nggota . 

BAB V 

PENC/\T/\TAN D/\N P~:LAPOl~/\N 

Pasal 14 

( 1) Hasi I pclayanan ruang laktasi ha ru::, tcr culal cl a lam buku 
rcgistrasi. 

(2) Pelaporan pelayanan ruang laktasi harus bersinergi clengan 
progn.11n pclayanan AS! di Duerah. 

BAB VI 
PEMBJNAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

( 1) PD, instansi swastu dan tcmpat lnyannn publik yang tcrkait 
dalam pembcrian ASI mclakukan pcrnb111arn1 clan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan penyec.liaan ruang 
latasi dan konseling scsuai tugas, fungsi dan kc,venangan 
masing-masing. 

(2) Dalarn melakukan pembinaan dan pengawasan 
sebaguimana dimaksud pada ayal ( I ) melibatkan unsur 
orga11isasi LerkaiL. 

(3) Dalam melakukan pcmbinaan clan pcngawasa11 umuk 
keberhasilan program pemberian ASI cksklusil meliputi: 
a. advokasi, sosialiasi, dan bimbingan teknis peningl«ll 

pemberian ASI eksklusif; 
b . rnoniloring dan evaluasi. 

13AB VII. .. 
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BAB VII 
PENDANA/\N 

Pasal 16 

(1) PD , insLansi swasLa dan Lempat layanan publik \\'a31b 
men) cdiakan dana untuk mcndukung pcni11gkatan 
pembcrian ASI eksklusi f. 

(2) Pendanaan scbagaimana d im,tksud pnda c1ynt (I) 
bersumbcr dari PD, instansi swasta dan Lempal layanan 
publ i k dan sumber la in yang t idak mcngikal sesua i 
ketcnl uan peraturan perundang-undangan . 

(3) Pcndanaan unluk pcngclolaan ruung l.tkt.1:-,i clc1ri Pl) . 
instansi swasta dan tempat layanan publik scbagaimHna 
yang dimaksud pada ayal (2) dilarang bersumber dari 
produsen dan distributor susu formula bavi dan/awu 
produk bayi lainnya. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada langgal diudangkan. 
Agar scLiap orang mengetahuinya, nwmcrinwhk,u1 
pengundangan Peraturan ini dengan pencmpatannya dalam 
Serita Dacrah Kabupaten Bondowm;o. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada Langgal 7 \v\ Q-1 d.() \ 8 

Ditclaplrnn d i 13ondowoso 
pada tanggal 7 M , .;20 , 8 

BUPATI BOND 

l AMIN SAID HUSNI o/ 

H KABUPATEN BONDOWOSO, 

SERITA IJAERAH KABUPATEN BONDOWOSO T1\HUN 2018 
NOMOR -3 S 

Pnraf l<oonhnasi - ----- - --
Ke pal a Dinkes _!_<abag. Hukum , 
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BAB V II 
PENDANA/\N 

Pasal 16 

(I) PD, i11stansi swasta dan Lem pm laya nan publik wuji!J 
mcnycdiakan clana untuk mend ukung pcningkalan 
pembcrian ASI eksklusif. 

(2) Pcndanaa n sebagaiman a dimaksud pudu ayal (I) 
bc.: rsumber dari PD, insLansi swasta dan tempat layanan 
publik dan sumber lain yang Lidak mengikal 8esua i 
k c tent uan pcraturan perundang-unctangan. 

(3) Pcndanaan untuk pen gelolaan ruung luktasi du ri PD, 
instansi swasta dan tern pal la) a nan publ ik ~c.:bagaiman,1 
yang dimaksud pada ayat (2) d ilarang bersumbc r duri 
produscn clan distributor susu fo rmula bayi dan/atau 
produk bayi lainnya. 

BAB VIII 
I<ETENTUAN PE:NUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupali ini mulai berlaku paclc:1 wnggal diudangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmcri1nahka11 
pcngundangan Peraturan ini dcngnn pc ncmpa lannya da lam 
Berila Dacrah Kabupaten Bondowoso. 

Ditctapkan di Bondowoso 
pada tanggnl 7 Mil• o,& 

AMIN SAID HUSNI 

Diundc1ngkan di Bondowoso 
pada tungga l 7 M ti o20 ,g 

RIS DA~ H KABUPATEN BONDOWOSO, 

KARNA SUSW 'Z 
SERITA 1)/\ERA H KABUPATSN BONDOWOSO T1\I I UN 20 18 
NOMOR 315 


